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~ KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BAMUS)
e NAGARI KUBU TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 01 TAHUN 2017
TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI MENGENAI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH ( RPJM)

TAHUN 2017 - 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KUBU TAPAN

Honimbang :a. bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan
pembanaunan dan meninakatkan partisipasi. keseiahteraan serta pelavanan
masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;

b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut,
pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap
Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerntah desa, tunjangan
operasional Bamus, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan
masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi
masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah

g - Desa (RPJM Nagan),

sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan
an Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari

n A047 2000
T8 BN § S ks

eraturan desa sebagaimana dimaksud huruf ¢ ditetapkan
<@ perludibahas dan disepakati RPJM Nagari 2017-
i dan Bamus sesuai dengan berita acara
nan RPJM-Nagari 2017-2022

periu lﬁan dengan Keputusan
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1 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Uesa, ( Lembaran Negara
Rquink Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 )

<. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang

Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

3. Peraturan Femenntah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman
Teknis Peraturan Desa;

o. Peraturan Menten UDalam Negen Nomor 113 lahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Menteri -Dalam Negeri Nomor 114Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa;

/. Peraturan Menten Uesa, FUI dan Iransmigrasi Nomor 1 lanhun 2015
tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa;

- 8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015
tentang lata lertib dan Mekanisme Fengambilan Keputusan Musyawaran

~ Desa

& 9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015
‘ tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
0.Peraturan Daerah Kabupaten .03’ Nomor 2% Iahun®9}tentang Rencana

~ Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
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MEMU TUSKAN

' MEM'BAHASRENGANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

e ey l')l‘l
B RN AN G047 2002 UNTUK DITETAPKAN MENJADE

PERATURAN NAGARI OLEH WALI NAGARI

KEDUA  : MENYEPAKATI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
(RPIM) TAHUN 2017-2022 UNTUK DITETAPKAN MENJADI
~ PERATURAN NAGARI OLEH WALI NAGARI

KETIGA  : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN

DiseFPAKAIldI : Kubu

Pada Tanggal :
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BAMUS)

NAGARI KUBU TAPAN

Dipindai dengan CamScanner



BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMAWALI NAGARI DAN BAMUS
Nomor : 92./WN-KT/ I/ 2017
Nomor : .2|/BMS -KT/1 / 2017

KESEFAKATAN BERSAMA WALI NAGARI DAN BAMUS

NAGARI KUBU TAPAN

TENTANG

PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA JANGKA MENENGAH (RPJM)

TAHUN 2017-2022

. “’ﬂll T\Tnnnﬁ Vll"\n Tnpnﬂ r‘nlnm 'hn'l 1r\1 koﬂﬂnﬂnlr

untuk dan atas nama Pemerintah Nagari
Pemantang  selanjutnya  disebut PIHAK
PERTAMA

: Ketua / Wakil Ketua / Anggota BamusNagar
- Kubu Tapan dalam hal ini bertindak untuk dan
- atas nama Badan Permusyawaratan Desa

i ’(Bamus) Nagan Kubu Tapan selanjutnya disebut

suaian dan perubahan
yang terlampir Berita

Dipindai dengan CamScanner




- : g akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RPJM 2017-
'«2092 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada
‘catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari
ke.!:ia setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

e S i D

3 ‘%___&i_ AlLA anail miilyaiipainain ncpada Cainatl Raiiaii ATIPCRK liua Tapai
ituk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal
: i Berita Acara ini

:I:

Demnnaznlan Berita Acara 11 dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pthak dalam
mngkai)’*Q (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Dipindai dengan CamScanner




WALI NAGARI KUBU TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN NAGARI KUBU TAPAN
NOMOR 01 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)

- TAHUN 2017-2022 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WAL I NAGARI KIIRII TAPAN,

. @ bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin
dicapai diperiukan suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa yang disusun berdasarkan visi, misi dan program kerja Wali
Nagari

~ b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala Nagari
- ftersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pada
~ penghasilan tetap Wali Nagari dan perangkat, operasional

Pemerintah Nagari, tunjangan operasional Bamus, Intensif Kepala
Mampung, pembangunan Magari, pemberdavaan masyarakat Masari,

penyelenggara pemerintah Nagari dan partisipasi masyarakat maka
~ perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);

a berdasarkan pertimbangan sebagamana huruf a dan b, perlu
ventul mmran desa tentang Rencana Pembangunan Jangka

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
_Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12 Tahun 2011 tetang Pembentukan
angan (Lembaran Negara Republik
_2014 tentang Desa, ( Lembaran

/14 Nomor 7 )

Bia Nomor 43 tahun 2014

@ang Nomor 6 Tahun

_ Nomor 60 tahun 2014

Dipindai dengan CamScanner




tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang

Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang

Fengeividan Reuaniyan Uesa,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pembangunan Desa;

9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun
2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul
capowonansanil skaliBamlkalaiDaso:

10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun
2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa;

11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor STahun
2015 tentang Penetanan Prioritas Penggiinaan Nana Nesa Tahin

D0 SNIERON

2015;

12. Peraturan Daerah Kabupaten ..... ' No. ... Tahun .... tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten ............. Nomor ... Tahun .... tentang

Pedoman penyusunan RPJM-Nagari;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KUBU TAPAN

dan
WAI | NAGARI KIIRII TAPAN

MEMUTUSKAN :

‘ PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
~ JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJM-NAGARI)

LA *]uu.n IAl 2N47 2n929
. » tatl

NIV S (] SaVases

g e

BAB |
- KETENTUAN UMUM

N1 4
rasai 1

ing dimaksud dengan :

esisir Selatan
:merintah Kabupaten Pesisir Selatan
n

ah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

akat hukum yang memiliki batas
lengurus urusan pemerintahan,
a masyarakat, hak asal-usul,
sistem Pemerintahan Negara
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/. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik
Indonesia.

8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
pelidudu Uese beidasarian keiewakiian wilayaii dain ditciapian secaia denioiiaiis,

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat
desa sohogal unsur sonvolon

ramraan namarintahan AAaana:
A pvl I’ NN lsa“' SANAL Pvlllvl T IARAT INAL S \‘UUH‘

11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala
Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah
rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

BAB I
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-NAGARI 2017-2022

Pasal 2

1. Rencangan RFPJM-Nagari disusun oleh Pemerintahan Nagari

2. Dalam menyusun rancangan. RPJM-Nagari, Pemerintahan Nagari harus
- memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di
mhsyalrakat vana diwadahi oleh Lembaga Kemasvarakatan Nagari:

Rgﬁegngan RPJM-Nagariyang berasal dari Pemerintahan Nagari disampaikan oleh

Vali Nagari kepada pemangku kepentingan yaitu: LPM, Lembaga
yarakatan, PKK, KPM Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, dan sebagainya;
wﬁe usun rancangan RPJM-Nagari, Pemerintahan Nagari menyampaikan
e RPJM ~ kepada Bamus untuk melaksanakan Musyawarah
' RPJM untuk menbahas dan menyepakati rancangan RPJM
' e RPJM-Nagari dalam bentuk Peraturan Nagari;

Dipindai dengan CamScanner




BAB Il
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-NAGARI

Pasal 3

1. Setelah diakukan Musyawarah Nagan Penyysunan RPJM-Nagar sebagaimana
dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Wali Nagarimengeluarkan Peraturan Nagari
tentang Dokumen RPJM-Nagari serta memerintahkan Sekretaris Nagari untuk
menaundanakan dalam Lembaran Naaari:

2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Nagari Penyusunan
RPJM-Nagari berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV
VISI DAN MISI

Pasal 4
1ya nagari Kubu Tapan sebagai Nagari yang Bersih, mandiri dalam pembangunan

iNg dan mensejahterakan Masyarakat pada tantanan Adat dan Agama

Pasal 5

nan secara , Bersih, Transparan, adil dan menyeluruh baik
 Sosial, Adat dan Agama yang sesuai dengan kebutuhan

Dipindai dengan CamScanner



BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pasal 6

Strategi Pembangunan Nagari :

1.

£

o

Meningkatkan kwalitas dan kwantitas pemerintahan Nagari dan Bamus.

Meningkatkan pembangunan Nagari dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat
Nagari

Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Nagari

Meningkatkan partisipasi masvarakat didalam pembangunan Nagari agar Nagari
menjadi berkembang dan mandiri;

Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari

Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang
baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Nagari :

1

2
5
4,

Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
Tersedianya sarana dan nrasarana kebifuhan dasar masvarakat
Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat

Terwujudnya perubahan Nagari menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan
- pemberdayaan masyarakat Nagari;

a kualitas pemerintahan Nagari dan Bamus dalam melaksanakan

mbaga kemasyarakatan Nagari

Dipindai dengan CamScanner




e TR BAB VI
G A KET ENTUAN PENUTUP
et A Ee | Tale R Pasal 9
Hal=Ml,€lmn§--yang;'ne!um ‘cuxup‘_m,atut dalam peraturan RPJM—Nagari ini akan diatur oleh
Peraturan Wali Nagari dan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 10

‘Peraturan Jﬂagan tentang RPJM-Nagari ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
.2, Agar setlap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
agan. m; dangan menempatkan dalam lembaran Nagari

Ditetapkan di : Kubu Iapan
Pada tanggal : (9 Februari 2017

. WALI NAGARI KUBU TAPAN

Dipindai dengan CamScanner




KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt setelah melalui proses penggalian gagasan di
setiap dusun dan kelompok sampai dengan musyawarah Nagaridalam rangka Menggagas
Masa Depan Nagari, tim penyusun yang terdiri dari Vvali Nagari, Sekretaris Nagari, LPMN,
Kepala Kampung, KPMN, Wakil Masyarakat, anggota Bamus dan Perangkat Nagari Kubu
Tapan telah berhasil membahas dan menyepakati Dokumen RPJM-Nagari.

RPJM-Nagarn adalah bagian dari perencanaan seluruh warga masyarakat Nagari
Kubu Tapan yang menginginkan masa depan Nagari yang lebih baik di segala bidang.
Mimpi Nagari akan menjadi kenyataan ketika dimulai dengan perencanaan yang matang
dan disertai kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya.

Dokumen ini dalam penyusunannya telah melalui proses yang panjang dan
melibatkan banyak orang dan merupakan pengalaman pertama bagi masyarakat dalam
menyusun mimpi-mimpi desa dalam bentuk dokumen perencanaan Naaari.

Meskipun banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen RPJM-Nagari tetapi
dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat karena
ﬂjsygunteiengan:prinsip lenakap. cermat. sistematis. partisipatif dan terbuka.

GRS - ey
i e

Tl o kjsapamrtenma kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu

14 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang
‘No 114 Tahun 2014 tengang Pedoman Pembangunan Desa

i Kubu Tapan, Januari 2017

Tim Penyusun

Dipindai dengan CamScanner




BAB |
PENDAHULUAN

11. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Lesa, st LeMbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 ) peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang DesaPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 t.ahun 2014
tentang Dana Desa vana bersumber dari Angaaran Pendapatan dan Belania Negar.a;
Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakt setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan

/haK tradisional yang diakui dan aihormati dalam sistem Femerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman,
partisipasi. otonomi asli. demokrasi dan pemberdayvaan masvarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka
sebuat desa dinaruskan mempunyal perencanaan yang matang berdasarkan partsipasi
dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di Nagari, maka Nagari diharuskan

- mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) ataupun
- Rencana Pembangunan Tahunan Nagari (RKP Nagari).

i Kubu Ini merupakan rencana strate

gis Nagar Kubu |apan untuk mencapail
ta desa. RPJM Nagari ters

ebut nantinya akan menjadi dokumen
g akan menyesuaikan perencanaan tingka Kabupaten. Spirit ini apabila

aengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang
epada Nagari untuk melaksanakan kegiatan perencanaan

sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (Good
Ipasif, transparan dan akuntabilitas.

lan "?094 tentang FPerimbangan Keuangan antara
L,'Daerah (Lembaran Negara Republik
Tambahan Lembaran Negara Republik

’-Mang Pembentukan Peraturan
@isindonesia Tahun 2011 Nomo:
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3. Unmrmmg Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 )

4. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan
pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5 Paraturan Pemerintah Renublik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Peraturan di Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
keuangan Uesa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa;

9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Padoman Kewenangan Brdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan |okal
Berskala Desa

10. Peraturan MenteriDesa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata
Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

11.Peraturan MenteriDesa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Fenetapan priortas Fenggunaan Uana Uesa 1anun 2U15;

12.Peraturan Daerah Kabupaten ..... * No. ... Tahun ... tentang Rencana
~ Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
13.Peraturan Daerah Kabupaten ........... Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman

Unde g Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (
k k\domsaa Tahun 2014 Nomor 7 ) peraturan
sia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan
Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaPeraturan
msﬂm 2014 tentang Dana Desa yang
: thmp Negara di harapkan dalam
penyelenggaraan pemerintahan d
USIDasI masyarakat, sitap Kepala
, 1 Desa, tunjangan operasional
a) m dengan kondisi serta

Dipindai dengan CamScanner



arah Wm keuangan desa, strm pembangunan Nagar, sasaran-
mmmmmmmmmm
desa selama enam tahun kedepan.

Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program desa yang akan dibiayai
olah APRNagari APRN Kahupatan APRN Proninsi sarta APRN
WMWMWWMWmh desa
WWWMWMWmmMn

Dipindai dengan CamScanner



BAB 11
PROFILE NAGARI

2.1. KONDISI| NAGARI
2.1.1. Sejarah Nagari

Narasi tentang sejarah Nagari Kubu Tapan

vV Awalnya Nagari Tapan berdiri dirintis oleh Payung Mahkudum Sakti dari
Sumanik Pagaruyung beberapa tahun yang lalu. Setelah dinntis olen Mahkudum
Sakti datang lagi seorang mamak / nenek yang bergelar Samuno Darajo, juga dari
Pagaruyung sesudah itu berdirilah Pondok / Pemondokan. Beberapa tahun
kemudian berdirilah Koto dan setelah itu berdiri lagi vana dinamakan Dusun. -

Sesuai dengan pegang pakai adat Tapan sekarang bahwasanya nenek /
payung dari Makkudum Sakti, Pendam / kuburannya menjadi sejarah untuk
masyarakat Tapan sehingga 2 X 1 Tahun masvarakat selalu berkuniung
kepemakaman beliau, inilah tradisi adat masyarakat Tapan. Dalam kunjungan
"tersebut disamping membersihkan areal pemakaman, sekaligus membuka sejarah
v‘atau pencetus Dusun Tapan dan menaikan didalam suku yang ada dalam Nagarl

a tahun yang sama mufakat orang tersebut diatas
‘adat Mahkudum Sakt ditunjuk menjadi orang tua adat

Dipindai dengan CamScanner




Adapun cara pemilinan Wali Nagar pada waktu itu sistimnya ditunjuk olen
perwakilan 4 suku tersebut. Beberapa tahun kemudian sebelum Kemerdekaan
tahun 1945 masih dipimpin oleh 1 Wali Nagari. Setelah Kemerdekaan 1945 Wali
Naaari dipilih secara demokrasi / masvawarah. Pada tahun 1983 denaan adanva
perkembangan penduduk maka dirobah oleh pemerintah pusat , Wali Nagari
dirobah menjadi 17 Kepala Desa / Wali Desa. Pada tahun 1990, dirobah lagi
menjadi 13 Kepala Desa, selanjutnya kembali lagi 1 Wali Nagari Tapan. Kemudian,
lahun berikutnya ada perobahan lagi darn 1 Wall Nagari tersebut, 13 Desa menjadi
17 Kampung, dari 17 Kampung ini dipimpin oleh 1 Wali Nagari Tapan kembali.

Pada tahun 2009 tepatnya bulan Oktober, maka terjadilan pemekaran menjadi
8 NagariPada waktu itu sebagai Wali Nagari dipegang oleh Staf Kecamatan
sebagai PJS. Tepatnya

langgal 112 Desember 2010 maka dilantikiah 8 Vval Nagari yang detenitit oleh
oleh Bupati Pesisir Selatan. Kemudian Pada Tahun 2012 Terjadi Pemekaran nagari
Menjadi 20 Nagari dan untuk Nagari Kubu Tapan yang lama telah Menjadi Dua
Naaari.

Nagan Kubu Tapan, awalnya berada di daerah pinggiran sungai air dang atau
d”isebut dengan pondok lamo, pada zaman dahulu hanya beberapa keluarga yang
~ berada di pondok lamo. transportasi di masa itu belum ada. masvarakatnva hanva

.mlavah Kecamatan Ranaah
m dari kota keamatan.
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lﬁ m»hu Tipﬂn sgbagaimana daerha yang |a|nnya yang dilalui gaﬂs

iwa yang beriklim Tropis, musim hujan dan musim kemarau hampir

j"_jnq, hal ini berpengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada dinagari
Kubu Tapan 3
Jumlah Penduduk

Nagari Kubu |apan mempunyai jumiah penduduk 191/ jwa yang terdir dar 2
Kampung dengan perincian sebagai berikut :

JUMLAH PENDUDUK
| }Ne : l KAMPUNG JUMLAH
i 'j‘-ff'?i Bl e 973 JIWA
PONUOR Laino 547 JIWA
1917 JIWA
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Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan di Nagari Kubu Tapan dapat dilint pada tabel berikut ini :

j ' ’ SARJANA
PRA SEKOLAH _ SD SLTP SLTA

29
450 270 220 198

Mata rPencanarian

i duk
Nagari Kubu Tapan merupakan Nagari Pertanian, maka sebahagian besar pendu

inci i berikut :
hermata pencaharian sehagai petani, dengan perincian sebagai ber!

PETANI PEDAGANG PNS BURUH
310 | 34 20 58
]
2.1.3.Keadaan Sosial

& Idolog

banyak keluarga misk;

n, karna umumnya
g sehari-han adalah turyn kesawah dan

Watan untuk menambah
1 dan modal usaha
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2.1 Kondisi Pemerintahan Nagari

2.2.1 Pembagian Wilayah Nagari
222 Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari

Nagari Kubu Tapan, kecamatan Ranaah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan,
Propinsi Sumatera Barat merupakan 1 dari Delapan Nagari di kecamatan Ranaah Ampek
Hulu Tapan yang mempunyai jarak 164 Km dari kota kabupaten. Kecamatan Ranaah
Ampak Huluy Tanan cendiri marunakan calah catu dari 12 kacamatan di kabupaten Decicir
Selatan yang termasuk kategori kecamatan miskin. Secara geografis Nagari Kubu Tapan
sendiri terletak di perbatasan sebelah barat dengan PT Incasi Raya utara Nagari Batang
Arah Tapan, timur Nagari Batang Arah Tapan, dan selatan berbatasan Nagari Simpang
Gunung Tapan. Nagari Kubu Tapan letak topogratis tanahnya berbukit, dengan iahan
sebagian besar dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan pertanian, sehingga sebagian
pesar masyarakat Nagari adalah petani.

Nagari Kubu Tapan terdiri dari 2 Kampung , dengan potensi perangkatnya terdiri dan
Seorang Wali,Na,ga.ri, satu orang Sekretaris Nagari (Seknag), 3 orang kaur dan 2 orang
Kepala Kampt ng ?munpunyai jumlah penduduk 1917 orang yang terdiri dari 917 orang
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2.2. KONDISI PEMERINTAHAN NAGARI

2). Lembaga pemerintahan
1. Wali Nagan 1 orang
2. Sekretaris Nagari ‘1 orang
3. PerangkatNagari  :5 orang
4. BAMUS -5 orang

b). Lembaga kemasyarakatan
Jumiah Lembaga Kemasyarakatan -
1. LPM : 25 Ora
2. PKK 210 Org
3. Posyandu -2 Kel
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SUSUNAN ORGAN’ISASI BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NAGARI KUBU TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN
M

NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI ( BAMUS )

Ketua ANDRIADI. MPd
Wakil Ketua : SYAMSUL
sekretaris : ILHAMDI KAMAL
Anggota " 1.DANASMERI

2.AFRUDDIN

4,77
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SAMETER e o S ST Y AR R T LERY
e TR

BAB liI
MASALAH DAN POTENSI

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI SKETSA

NAGARI KUBU TAPAN

No

MASALAH

POTENSI

2

3

1. Tidak lancarnya transportasi di jalan pematang
panjang.

Perkebunan, persawahan
dan tenaga local ada

2. | 2. Kurangyna kemampuan masyarakat untuk membeli | Petani dan lahan ada
DIDIT sapi ternak.ekonomi-

3. | 3. Tidak mampu masyarakat untuk membeli bibit Petani dan lahan ada
ikan.ekonomi -

4. | 4. Sangat sulit bagi petani membawa hasil pertanian | Lahan dan tenaga lokal ada
untuk membawa ke rumah karna tidak ada jalan
usailia wati. (IS ;

5. | 5. Kurangnya skill masyarakat tentang pelatihan Masyarakat ada
bodir. Sosial -

6.

6. Kurangya ketrampilan masyarakat tentang industri
rumah tangga sosial

Petani dan masyarakat ada

s imea A

7 A 2 ilid b~ Ala LrAavam~
‘. I'lao,ul al\al ou“‘ |l|v| lyvl 1 |Ua| ls'\al 1 uoal a '\ﬂl Gl

tndak ada modal ,

simmmlomd Adam lalham aada

R~ -~
IUIGO,GI anaLl uail ianican aua

- nak usia dlnl belum mendapatkan

Anak-anak dan sekolah

Anak-anak dan lahan ada

Badan jalan dan tenaga lokal

: keanak usia sekolah
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18 | 1. Minimnya tunjangan kader pos yandu / PMT / BKB | Kader ada
19 12 Banyaknya masyarakat yang tdak memilki | Pasir, Batu kali, tenaga kerja
jamban sehat | ada
20 | 3. Mimmnya tunjangan kesejanteraan Guru MUA /| Lokasiada
TPA N
21 | 4. Tingginya minat masyarakat untuk mengebangkan | Lokasi ada
usaha kecil .
22 5. Kurangnya minat masyarakat mendalami agama | Tempat tersedia
23 | 6. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Tempat tersedia ‘\
penyelenggaraan Jenazah :
24 | 7. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang Tempat tersedia \
pembuatan makanan " |
28 '8, Banyaknya masyarakat yang tidak momiiki fjazah | Tenaga Nengajar ada J
26 | 9. Banyaknya murid yang tamat SMP kesulitan Lokasi ada, murid ada
transportasi karena jangkauan SMA yang ada
ukup jauh
27 | 10 Tingginya minat masvarakat 1intik mengabanakan | Kelnmnok 11saha SPP PNPM
usaha kecil \
28 | 11. Sulitnya masyarakat untuk mendapatkan pupuk, | Lokasi ada \
obat-obatan dan bibit pertanian :
298 | 12.Tingginya minat masyarakat untuk usaha ternak Lokasi dan tenaga kerja ada \
Sapi
30 | 13.Tingginya minat masyarakat untuk usaha ternak | Lokasi ada \
' ayam
14.Tingginya minat masyarakat untuk usaha temak | Lokasi ada \
5, ya masyarakat untuk mendapatkan bibit Lokasi ada \‘
\

Sawah atau lahan
perkebunan

bit | Petani dan lahan ada

Lahan dan tenaga lokal

tani dan lahan ada

dan tenaga lokal
gl
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BAB Y
PENUTUP

Semua pro
PIoaram vana kami
k sk FBOLTGE kemUngki,;a ami cantumkan hanya kebutuhan utama kondisi pada saat
pisa ditunda, karena tidak tercan tada R -dan S
ntum dalam rencan
a program maka swadaya mas
yarakat

sangat diperlukan berupa t
e
Pa tenaga gotong royong mau : e
okal Nagari. pun material yang bisa diambil dari

Karena program ini hanya untuk 6 (
enam :
kekosongan dokumen perencanaan jangka men L e e
Nagarl, penyusun o b e engah pada masa Jabatan Wali Nagari
yang sifatnya hanya s

h i . ekunder dan tidak
membutuhkan biaya -dal.am jumlah besar karena masa akuisisi biasanya tidak lama
Program tersebut meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada selain itu me .
] nyusun
a akan melakukan evaluasi program apa saia yang belum terealisasi sehinaga bisa
skan untuk RPJM-Nagari tahun-tahun selanjutnya sehingga program pembangunan
ut bisa terus berkesinambungan meskipun yang menduduki jabatan Wali Nagari

iug
diteru
terseb
silih berganti.

ami rencanakan. Semoga Allah SWI

m dapat terealisasi sesuai denganyang

Demikian program - program yang Kk
memberikan Ridho sehingga semua progra

direncanakan.
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- ::':ATEN PESISIR SELATAN
! RANAH AMPEK HULU TAPAN
AGARI KUBY TAPAN

e 4 ; KA

TENTANG

NTUKAN TIM PENYUSUN RAN
| | CANGA
L TAHUN 20172000 1 "M NAGAR

ok WALI NAGARI KUBU TAPAN

Bahwa Pemerintah Nagari berkewajiban menyusun  Rencana

ja Pembangunan Nagari (RKP-Nagari) yang merupakan penjabaran
-Nagari

imbangan
n 2004 tentang Perim
- Talr;zsat dan Pemerintahan Daeran

ndonesia Tahun 2004 Nomor 126,

ara Repubi asia Nomor 4438);
b 'l:‘bhk h;%olr; ietang Pemoemur;ﬂ:
. nLembaran Negara Repu r

( Lembaran
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i :peuamranp Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 28::
‘ €raturan pela v hun 2
. tentang Decg, pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Ta

. : Desa:;
7. Peraturan Menteri Dalam N )

€geri Nomor 113 Tahun 2014 tentan

Pedoman Pengek_alaan Keuangan Desg; ;

,4‘8‘. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114Tahun 2014 tentang

. edoman Pembangunan Desa;

9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015

- tentang Pedoman Kewenangan Berdasrkan Hak Asai Usui dan
enangan Lokal Berskala Desa:

0. Peraturan MenteriDesa, PDT dan T
Pedoman

ransmigrasi Nomor 2 Tahun 2015
tentang

Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan
- Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan MenteriDesa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015

- relaturan Daerah Kabupaten . No. .... Tahun ... tentang Reﬁcana
- Pembangunan Jangka Menengah Daerah:

13. Peraturan Daerah Kabupaten ... Nomor ... Tahun ... tentang
 Pedoman penyusunan RPJM-Dega:

MEMUTUSKAN :

ah Nagari (RPJM-Nagari) Tahun 2017 - 2022 sebagai berikut :

:1. SYAFRIADI AHMAD  ( Wali Nagari )

: Tl ( Sekretaris Nagari )

§ ﬂ?ﬂfg&? ( Ketua LPMN) _

;1 'RADLIS ( Aparatur Nagari)

I 5 BJ.BESTARI Eﬁg:ﬂr;t)ur Nagari)
.6.‘.HERMANSYAH i
(LPMN)
(KPMN )
TRA DEWI TIKA ( KPMN )

o
e

ELLISSA ( Unsur Perempuan )

yusun RPJM-Nagari adalah menyusun
.‘-..lfa,ngka Menengah Nagari (RP\{M-
s data-data hasil Pengkajian
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ari (Pemag) tentang RPJM-Nagari tahun 2017 - 2022 ojen

Il
| sejak tanggal ditetapkan.
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